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ABSTRACT 
EFFECTIVENESS OF ORGANIZATION OF TAX MANAGEMENT AND 
RETRIBUTION AGENCY IN IMPLEMENTATION OF REGIONAL 
ADMISSION OPTIMIZATION PROGRAM IN BULUNGAN DISTRICT 
Nurhayati 
Nprhavati.06021973@gmail.com 
Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 
The research entitled "BP2RD organizational effectiveness implementing the 
regional revenue optimirntion programs in Bulungan Regency" was based on the 
existence of problems related to the BP2RD Organization in carrying out its 
functions and roles in the implementation of regional revenue optimi:ration 
programs not yet achieving optimal results. The purpose of the study was to 
analyze how the effectiveness of the BP2RD organi7lllion in implementing the 
regional revenue optimj711tion program in Bulungan Regency. The theoretical 
foundation nsed is organi7.ational effectiveness according to Duncan (in Steers, 
1985:53) in his book Organizational Effectiveness says about measures of 
effectiveness, inclnding : achievement of goals, integration aod adaptation. The 
research method used is descriptive method with a qualitative approach. The 
informants nsed in this study amounted to 14 people with instruments of data 
collection through observation, in-depth interviews aod document analysis. The 
results showed that organizational effectiveness had not yet achieved optimal 
results due to the ability of the organization to adjust to the demaods of the 
environment, especially related to the ability of officers in the field of data 
collection aod collection of local taxes, as well as limited supporting infrastructure 
in the field to supervise, register and collect local taxes. This gives the meaning 
that the effectiveness of the BP2RD organization in implementing the regional 
revenue optimization program in Bulungao Regency has not yet reached its final 
goal. The government must increase training and guidaoce to tax officials aod 
increase in-depth socialization to relevant agencies and the public as taxpayers so 
that they are better able to improve their roles and responsibilities in paying local 
taxes. 
Keywords: Organizational Effectiveness, Regional Revenue Optimization 
Program, Regional Taxes 
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ABSTRAK 
EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN 
RETRIBUSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM OPTIMALISASI 
PENERIMAAN DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN 
Nurbayati 
Nurbayati.06021973@gmail.com 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 
Penelitian yang berjudul "efektivitas organisasi BP2RD dalain pelaksanaan 
program optimalisasi penerimaan daerah di Kabupaten Bulungan" 
didilatarbelakangi adanya permasa1ahan terkait Organisasi BP2RD dalam 
menjalankan fungsi dan peranannya dalam pelaksanaan program optimalisasi 
penerimaan daerah belum mencapai basil yang optimal. Tujuan penelitian adalah 
untuk menganalisis bagaimana efektivitas organisasi BP2RD dalam pelaksanaan 
program optimalisasi penerimaan daerah di Kabupaten Bulungan. Landasan teori 
yang digunakan adalah efektivitas organisasi menurut Duncan ( dalam Steers, 
1985:53) dalam bukunya Efektivitas Organisasi mengatakan mengeoai ukuran 
efektivitas, meliputi : pencapaiao tujuan, integrasi dan adaptasi. Metode penelitiao 
yang digunakan adalah metode deskriptif dengao pendekatan kualitatif. Infonnan 
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang deogan instnunen 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan analisis 
dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi belum 
mencapai basil yang optimal disebabkan kemampuan organisasi dalam 
penyesuaian diri dengan tuntutan lingkungan, temtama berkaitan dengan 
kemampuan petugas dilapangan dalam bal pendataan dan penagihan pajak daerab, 
serta keterbatasao sarana prasarana pendukung dilapangan untuk mengawasi, 
mendata dan melakukan pemungutan pajak daerah. Hal ini memberi makna bahwa 
efektivitas organisasi BP2RD dalam pelaksanaan program optimalisasi 
penerimaao daerah di Kabupaten Bulungao belum mencapai tujuan akbir. 
Pemerintah barns meningkatkan pelatihan dan bimbingan kepada petugas pajak 
serta peningkatan sosialisasi mendalan kepada iostansi terkait dan masyarakat 
sebagai wajib pajak agar lebih lebih mampu meningkatkan peran dan tanggung 
jawab dalarn pembayaran pajak daerah. 
Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Program Optimalisasi Penerimaao Daerah, 
Pajak Daerah. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
I. Penjelasan Umum Organisasi BP2RD 
a Struktur Organisasi 
Organisasi Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Bulungan ditetapkan melalui Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulungan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, sebagai 
berikut: 
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Struktur Organisasi 
47 
43833.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
48 
b. Tugas Pokok dan Fungsi 
Tugas dan fungsi organisasi diatur dalam Peraturan Bupati 
Nomor 58 tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 58 
tahun 2016 adalah sebagai berikut: 
a. Tugas pokok : 
Membantu Bupati melaksnakan fungsi penunjang urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangao daerah di bidang 
keuangan yang meliputi pengelolaan pajak dan retribusi 
daerah. 
b. Fungsi: 
I) Penyusunan kebijakao teknis di bi dang pengelolaao 
pajak dan retnbusi daerah; 
2) Pelaksanaao tugas dukungan teknis di bidang 
pengelolaao pajak dan retribusi daerah; 
3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak 
dan retribusi daerah; 
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 
penunjang urusao pemerintah daerah dibidang 
pengelolaan pajak dan retribusi daerah 
5) Penyelenggaraan urusao administrasi badan; 
43833.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
49 
6) Pembainaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana 
Teknis Badan; 
7) Pembinaan kelompokjabatan fungsional ; dan 
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
Adapun tugas-tugas dari setiap bagian pada BP2RD, 
adalah sebagai berikut : 
I) Sekretaris 
Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dan 
menyelenggarakan fungsi: 
a) pengkoordinasian penyusunan rencana, program, 
anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah; 
b) pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan; 
c) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 
d) pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi yang meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, 
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; 
e) penataan organisasi dan tata laksana; 
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so 
f) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
widangan; 
g) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan 
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
2) Sub Bagian Perencanaan dan Kenangan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolrum 
keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daeruh, dan mempunyai uraian tugas: 
a) melakukan penyusunan rencana dan 
anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 
penyusunan rencana, program dan anggaran Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; 
c) menyiapakan bahan koordinasi dan penyusunan 
rencana strategis; 
d) menyiapakan balnm penyusunan laporan; 
e) melakukan pengumpulan, pengolalnm dan penyajian 
data; 
I) melakukan penyiapan bahan penyusunan 
pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di 
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lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah; 
g) menyiapkan bahan penyusunan satuan 
biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, 
petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; 
h) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
program dan kegiatan di lingkungan Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; 
i) melakukan penyusunan laporan kinerja lingknngan 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; 
j) melaksanakan urusan administrasi keuangan; 
k) melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji; 
I) melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; 
m) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan 
pengelolaan dokumen keuangan; 
n) melakukan penyusunan laporan keuangan; 
o) melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian 
Perencanaan clan Ketiangan; clan 
p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya 
3) Sub Bagian Um um dan Kepegawaian 
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 
tata usaha, rumab tangga, kerja sama, kehumasan, dan 
protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Badan 
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Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dan mempunyai 
uraian tugas: 
a) melakukan peoyusunan rencana dan anggaran 
Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b) melakukan urusan tata usaha, persuratan dan 
kearsipan; 
c) melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan 
pengembangan pegawai; 
d) melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan 
pangkat, kerurikan jabatan, pemberhentian dan 
pension pegawai; 
e) melakukan urusan tata usaba kepegawaian, 
disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta 
urusan kepegawaian lainnya; 
I) menyiapkan baban peoyampwan Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 
(LHKASN); 
g) mengkoordinasikan penyiapan bahan Refonnasi 
Birokmsi 
h) melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan 
kebersihan; 
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i) melakukan penyiapan penyusunan laporan 
dan administrasi penggunaan peralatan dan 
perlengkapan kantor; 
j) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 
Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang 
Unit (RPBU); 
k) melakukan pen)'lapan baban penatausahaan 
clan inventarisasi barang; 
I) melakukan penyiapan baban administrasi 
pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah 
tanganan barang milik daerah; 
m) melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat 
dan protokol; 
n) melakukan evaluasi kelembagaan dan 
ketatalaksanaan; 
o) melakukan telaahan dan penyiapan baban 
penyusunan peratunm perundang-undangan; 
p) melakukan penyusunan laporan kegiatan 
Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya 
4) Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan 
Penclistribusian 
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Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, 
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pendaftaran, pendataan dan penetapan serta 
pendis1ribusian, dan menyelenggarakan fungsi: 
a) perumusan kebijakan teknis kegiatan pendaftaran 
clan pendaataan perumusan kebijakan teknis 
pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah; 
b) pelaksanaan pendaftaran dan pendata•n Wajib 
Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan 
subjek Pajak Daerah; 
c) penyusunan Daftar lnduk Wajib Pajak Daerah; 
d) penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan 
Rettibusi Daerah; 
e) pelaksanaan dan pendisttibusian serta 
penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan 
dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak 
Daerah; dan 
I) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleb Kepala 
Badan sesuai tugas dan fungsinya. 
5) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja 
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penyelenggaraan di bidang pendaftaran dan pendataan, 
dan mempunyai uraian tugas: 
a) mendistribusikan dan menerima kembali 
formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang 
telah diisi oleh Wajib Pajak; 
b) melakukan pendataan terhadap objek dan subjek 
Pajak Daerah; 
c) melaksanakan penghitungan dan penetapan 
secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 
d) melaksanakan penetapan Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah Kunmg Bayar 
(SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar 
Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat 
Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil 
(SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar 
(SKPDLB/SKRDLB); 
e) melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat 
Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kunmg Bayar 
(SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/ 
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Retribusi Daerah Lebih Bayar 
(SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambaban 
(SKPDKBT/SKRDKB1), Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN); 
f) menyusun laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas; dan 
g) melaksanakan tngas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bidang sesnai dengan tngas dan fungsinya 
6) Snb Bidang Pendistribusian dan Penerbitan 
Mempunyai tngas menyiapkan bahan perumusan 
penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja 
penyelenggaraan di bidang pendistribusian, dan 
mempunyai uraian tugas: 
a) mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan 
dan validasi SSPD BPHTB; 
b) melakukan penilaian nilai jual objek pajak; 
c) menerima dan memeriksa kelengkapan 
permohonan pelayanan Pajak Daerah; 
d) menyusun laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas; 
e) membuat dan memelihara Daftar lnduk Wajib 
Pajak dan menerbitkan Kartn Pengenal NPWPD; 
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t) mengolah data fonnulir pendaftaran/SPOP PBB P-
2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-
2 kepada Wajib Pajak; 
g) mengolah data peroleban o~ek pajak BPHTB 
dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 
berdasarkan SSPD BPHTB; 
h) melakukan entry data basil pelayanan PBB P-2 dan 
perubahan peta; 
i) menyusun laporan pertanggungjawaban alas 
pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 
7) Bidang Pembukuan dan Pencatatan Penerimaan 
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, 
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan di 
bidang pembukuan dan pencatatan penerimaan, dan 
menyelenggarakan fungsi : 
a) perumusan kebijakan teknis kegiatan perbitungan 
dan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan 
pendapatan daerah 
b) pelaksanaan pencatatan penerimaan dan 
pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah 
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kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi 
daerah; 
c) pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2 
d) pelakoanaan koordinasi penerimaan bagi basil pajak 
dan bukan pajak dmi pemerintah pusat dan propinsi; 
e) penyusunan laporan realisasi penenmaan 
pendapatan daerah 
I) pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pajak dan 
retribusi ke SK.PD yang tedrait 
g) pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas 
kegiatan pendataan, pendaftanm, pendistribusian 
dan penagihan pajak dan retribusi daerah; dan 
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai tugas dan fungsinya 
8) Sub Bidang Pembukuan 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
penyusunan pedoman dan petunjuk serta prognun kerja 
penyelenggaraan di bidang pembukuan, dan mempunyai 
uraian tugas : 
a) menyiapakn bahan pelaksanaan perumusan 
prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan 
daerah 
b) melaksanakan pencatatan penerimaan dan 
pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah 
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kedalam dafter jenis pajak daerah dan rettibusi 
daerah 
c) melaksanakan koordinasi pemungutan PBB P-2 
d) melaksanakan koordinasi penerimaan bagi basil 
pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan 
propinsi; 
e) menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan 
daerah; 
I) pelaksanaan rekonsiliasi penenmaan pajak dan 
rettibusi SKPD yang terkait; 
g) melaksanakan monitoring dan evaluasi alas 
kegiatan pendataan, pendaftaran, pendistribusian 
dan peoagiban pajak dan rettibusi daerah; dan 
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 
9) Sub Bidang Pencatatan Penerimaan 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja 
penyelenggaraan di bidang pencatatan penerimaan, dan 
mempunyai uraian tugas: 
a) menerima dan mencatat tembusan semua DHKP 
PBB P-2 dan SSPD BPHIB; 
b) menyusun laporan PBB (mingguan dan 
bulanan) dan BPHIB (bulanan); 
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c) melakukan perhitungan tunggakan PBB P-2 dan 
BPHTB; 
d) menerima dan mencatat tembusan semua 
Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 
(SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak I 
Retribusi Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambaban 
(SKPDKBT/SKRDKBl), Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), 
Surat Ketetapan Pajak I Retribusi Daerah Lebih 
Bayar (SKPDLB/SKRDLB); 
e) melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan 
Daerah selain PBB P-2 dan BPHTB; 
I) melakukan perhitungan tunggakan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 
g) melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak dan 
retribusi ke SKPD yang terkait; 
h) menyusun laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan togas; clan 
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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I 0) Bi dang Penagihan dan Keberatan 
Mempunyai tugas merumuskan 
teknis, mengkoordinasikan penyusunan 
kebijakan 
pedoman 
dan petunjuk teknis, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan di bidang penagihan dan keberatan, dan 
menyelenggarakan fungsi: 
a) perumusan kebijakan teknis kegiatan penagiban 
alas tunggakan perumusan kebijakan tentang 
sistem dan prosedur penagiban dan keberatan; 
b) pelaksanaan penagiban pajak daerah dan 
retnousi daerah dan pendapatan daerah lainnya 
serta melakukan pengbapusan tunggakan; 
c) pelaksanaan pelayanan pengaduan dan proses 
pengajuan keberotan dan 
pembetulan, 
pengurangan/penghapusan 
pengurangan, 
pembatalan, 
sanksi administrasi, 
restitusi, kompensasi dan pennohonan banding; 
d) pelaksanaan pemeriksaan untuk mengu11 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 
retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan; dan 
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai tugas dan fungsinya 
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11) Sub Bidang Penagihan 
Mempunyai tugas menyiapkan baban perumusan 
penyusunan pedoman clan petunjuk serta program kerja 
penyelenggaraan di bidang penagihan, clan mempunyai 
uraian tugas: 
a) menyiapkan clan mendistribusikan surat menyurat 
clan dokumentasi yang berhubungan dengan 
penagihan; 
b) melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah 
dan pendapatan daerah lainnya yang telah 
melampaui batas waktu jatuh tempo; 
c) memproses kadaluarsa penagihan clan penghapusan 
tunggakan; 
d) menyusun laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas; clan 
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Biclang sesuai dengan tugas clan fungsinya 
12) Sub Biclang Keberatan 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
penyusunan pedoman clan petunjuk serta program kerja 
penyelenggaraan di biclang keberatan, dan mempunyai 
uraian tugas: 
a) melaksanakan pelayanan pengaduan clan 
memproses pembetulan, pembatalan,pengurangan 
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kete1llpan, clan pengbapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi; 
b) memproses permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak daerah, retribusi daerah clan 
pendapatan daerah lainnya; 
c) memproses Surat Keberatan clan Surat Permohonan 
Banding; 
d) memproses kompensasi pajak daerah, 
retribusi daerah clan pendapatan daerah lainnya; 
e) mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, 
retribusi daerah clan pendapatan daerah lainnya; 
I) melakukan penelitian lapangan atas 
permohonan keberatan clan pengurangan pajak 
daerah, retribusi clan pendapatan daerah; 
g) melakukan penelitian lapangan atas pennohonan 
mutasi PBB P-2; 
h) menyusun laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas; clan 
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Biclang sesuai dengan tugas clan fungsinya 
13) Biclang Pendapatan 
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, 
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk 
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teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pendapatan, dan menyelenggarakan fungi;i: 
a) perumusan kebijakan pengembangan dan 
evaluasi pendapatan daerah; 
b) perumusan kebijakan teknis 
penerimaan pendapatan daerah; 
peningkatan 
c) pembinaan teknis operasional kepada Saluan Kerja 
Perangkat Daeralt yang melaksanakan pemungutan 
retribusi dan pendapatan daerah lainnya; 
d) perumusan rancangan Peraturan Daerah, 
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan 
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
badan sesuai tugas dan fungsinya 
14) Sub Bidang Intensifikasi Pendapatan 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
penyusunan pedoman dan petunjuk serta program 
kerja penyelenggaraan di bidang intensifikasi pendapatan, 
clan mempunyai uraian tugas: 
a) menyiapkan dan menganalisa data sebagai 
bahan perumusan kebijakan operasional di bidang 
intensifikasi pendapatan daeralt; 
b) mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan 
koordinasi pembinaan di bidang intensifikasi 
pendapatan; 
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c) menyiapkan data sebagai bahan penyusunan 
program dan kegiatan di bidang intensifikasi; 
d) meyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan 
di bi dang perpajakan, rettibusi dan lain-lain PAD 
yangwh; 
e) melakukan kegiatan pelayanan telrnis dan 
administrasi di bidang intensifiksasi pendapatan 
daerah; 
I) menyusun laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas; dan 
g) melaksanakan tugas lain yang dtlJerikan oleh 
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 
15) Sub Bidang Analisa Potensi Pendapatan 
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja 
penyelenggaraan di bidang analisa potensi pendapatan, 
clan mempunyai uraian tugas: 
a) menyiapkan dan menganalisa data sebagai 
bahan perumusan kebijakan operasional di bidang 
intensifikasi mengidentifikasi potensi sumber-
sumber pendapatan daerah; 
b) menyiapkan bahan perumusan naskab Rancangan 
Peraturan Daerab, Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati; 
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c) melakukan sosialisasi peiaksanaan Peraturan 
Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan 
program kerja di bidang pendapatan daerah; 
d) memproses permohonan mutasi dari objek pajak 
barn dan PBB P-2; 
e) melakukan evaluasi laporan pendapatan Daerah; 
I) melakukan pemaotauan pemungutan pajak 
daerah dan retribusi daerah; 
g) menyusun laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas;dan 
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2. Aspek Strategis Organisasi 
Aspek strategis adalah aspek yaog mendukung dan merupakao sumber 
daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuao Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Bulungan yang mendukung visi 
dan misi Pemerintah Kabupaten Bulungan, aspek-aspek tersebut 
meliputi: 
a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan 
yang lebih laojut dijabarkan dalarn keadaao pegawai, terdiri 
dari aparatur sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri 
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dari Pejabat Struktural 18 (delapan belas) orang, yaitu; I (satu) 
orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang 
Kepala Bidang, 12 (dua belas) orang Kepala Seksi dan 13 (tiga 
belas) orang pegawai non struktural, 1 (satu) orang pegawai 
tidak tetap dan IO (dua) orang Pegawai kontrak. Secora rinci 
komposisi SDM Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan 
menurut tingkat pendidikan terdiri atas: 2 ( dua) orang lulusan 
S2, 7 (tujuh) orang lulusan SI, 5 (lima) orang lulusan D Ill, 17 
(tujuh belas) orang lulusan SLTA/Sederajad. 
Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya 
SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan 
sedangkan dari segi pendidikan masih kurang merata komposisi 
perbandingan antara sarjana dengan non sarjana 
Tabel 4.1 
Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan 
I Magister (82) 2 
2 Sarjana (SI) 7 3 
3 Diploma lII 5 
4 SLTA 17 8 
5 SLTP/SD 
Jumlah 31 11 
Sumber Data: BPPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2017 
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b. Aspek Sarana clan Prasarana 
Untuk menunjang kegialan pelaksanaan togas pokok clan 
fungsinya Badan Pengelola Pajak clan Retribusi Daerah 
Kabupaten Bulungan dilengkapi dengan sarana clan prasarana 
berupa kendaraan dinas, inventaris clan fasilitas lainnya. Sarana 
dan prasarana ter.;ebut dalam kondisi baik clan sebagian dalam 
kondisi kurang baik, namun diharapkan semua dapat 
dimanfaatkan secara optimal. 
Tabet 4.2 
Jonis clanjwnlah sarana clan prasarana 
\j ;: ;-"-"' ' ---. --c . li\i2<1t7· 
. o· -
, __ , '<·.---_\ .<;:,"· -:;,,:: :·.,- . ;; ___ -"' ·-:_ ,_), ~.:·: 
--.. 
1 Gedung Perkantoran 1 
2 Kendaraan roda 4 4 
3 Kendaraan roda 2 28 
4 Komputer 34 
5 Mesin Penghitung uang 2 
6 Mesin Perforasi 3 
7 Laptop 13 
8 Kulkas 2 
9 Sever 2 
l l Rotor wiriles I 
12 Pengbancur kertas I 
13 Alat pemotong kertas I 
14 Kamera digital 2 
15 Handy cam I 
16 Meja kerjaltamu 58 
17 Kursi kerja/hadap 46 
18 Lemari 21 
19 Faximile I 
20 AC 22 
21 Televisi 2 
Sumber Data: BPPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2017 
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c. Aspek Wilayah 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 
Bulungan tahun 2017, wilayah Kabupaten Bulungan berada 
pada posisi LU : 2'09'19" - 3'34'49" clan BT : 116'04'41" -
117°57'56" dengan batas sebelah utara adalah Kabupaten Tana 
Tidung clan Kabupaten Nunukan, sebelah Timur adalah Laut 
Sulawesi clan Kola Tarakan, sebelah Selatan adalah Kabupaten 
Berau, clan sebelah Baral adalah Kabupaten Malinau clan 
Kabupaten Tana Tidung. Secara topografi wilayah Kabupaten 
Bulungan berupa dataran clan berbukit-bukit, gunung-gunung 
dengan tebing terjal clan kemiringan yang tajam. Secara 
administratif Kabupaten Bulungan mernpunyai cakupan 10 
kecamatan dengan 81 Kelurahan/Desa dengan luas wilayah 
yaitu 13.181,92 Km2 dengan jurnlah penduduk tahun 2017 
tercatat sebesar 138. 227 jiwa. Karateristik iklim adalab beriklim 
tropis basah, pada urnumnya mempunyai musim yang hampir 
sama dengan daerah Kalimantan lainnya yaitu adanya musim 
ken23rau clan musim hujan yang tidak tegas. Kondisi ini 
dipengaruhi letak geografis yang termasuk daerah khatulistiwa. 
Penduduk di Kabupaten Bulungan terdiri alas beberapa suku 
yaug berasal dari berbagai wilayah peujuru tanah air seperti 
Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, Surnatera clan Tionghoa serta 
dari beberapa daerah di Kalimantan, disamping penduduk asli 
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daerah seperti suku Dayak, Bulungan dan suku Tidung di daerah 
pesisir pentai dan kepulauan. 
d. Aspek Keuangan 
Jwnlah Wlggaran belanja yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah kepada organisasi BP2RD dalam menjalankan togas dan 
fungsinya dapat dilihat dalam tabel berilrut ini : 
·---', - ' 
Belanja Tidak 
Langsung 
Tabel4.3 
Anggaran Organisasi BP2RD 
5.268.590.772,00 6.365.902.351,00 
BelanjaLangsung 3.900.000.000,00 5.563.518.000,00 
JumlabBelanja 9.168.590.772,00 11.929.420.351,00 
Sumber Data: Renja BPPRD Kabupaten Bulungan Tahon 2017 
Jwnlah belanja langsung tahun 2017 sebesar Rp. 
3.900.000.000,00 lebih kecil dibandingkan tahun 2016 sebesar 
Rp. 5.563.518.000,00. Penurunan angka disebabkan karena 
secara umum APBD Kabupaten Bulungan tahun 2017 
mengalami penurunan sehingga berdampak terlJadap program 
dan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan. 
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B. Hasil Penelitian 
I. Efektivitas Organisasi BP2RD Dalam Pelaksanaan Program 
Optimalisasi Penerimaan Daerah. 
Tem:lenggaranya pemerintahan didaerah tidak terlepas dari 
dukungan berbagai faktor sumberdaya yang mampu menggerakkan 
jalannya roda orgaisasi pemerintahan dimana keuangan atau 
pendanaan menjadi faktor utama yang menjadi sumberdaya utama 
bagi pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Berdasarkan basil 
wawancara dengan informan guna mengetahui efektivitas organisasi, 
diperoleh basil wawancara bahwa mengenai pembentukan perangkat 
daerah dan proses penyusunan peraturan daerah, terlaksana sesuai 
dengan SOP dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, ha! ini dapst dilihat dari basil wawancara yang 
dilakukan peneliti di lapangan sebagai berikut : 
lnforman 1 
"Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 231 
berbunyi, dalam ha! ketentuan pera turan perundang-undangan 
memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, 
lembaga tersebut dijadikan bagian dari perangkat daerah yang 
ada setelah dikonsultasikan kepada menteri dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendaygunaan 
aparatur Negara, serta pasal 232 ayat I berbunyi, ketentuan lebih 
lanjut mengenai perangkat daerah diatur dengan peraturan 
pemerintahdimana dengan kembali organisasi perangkat daerah, 
akan mengunrangi jumlah jabatan struktural, tanpa mengurangi 
jumlah pegawai. Dan diharapkan akan terjadi efesiensi belanja 
pegawai sebesar 25% dari total belanja pegawai saat ini. Dan 
untuk proses penyusunan perda sangat diperlukan adanya 
persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan 
mengenai materi muatau yang akan diatur dalam perda, 
pengetahuan tentang bagaimana menuangkan metari muatan 
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tersebut kedalaro perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa 
yang baik serta mudah dipahami." 
Infonnan 2 
"Nomenklatur badan daerah provinsi dan badan daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang 
urusan pemerintaban bidang keuangan yang dibentuk menjadi 
dua dinas terdiri dari : a. Badan Pengelola Keiuangan dan Aset 
Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan b. Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 
Dimana Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh kepala 
badan yang mempunyai tugas membantu kepala daerah 
melaksanakan urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan 
daerah dan dalam melaksanakan tugas yang bertanggung jawab 
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dan untuk 
proses penyusunan perda dimulai dari perencanaan sampai 
dengan penetapannya melalui tahap proses penyiapan rancangan 
perda, proses mendapatkan persetujuan dari DPRD, serta proses 
pengesahan oleh kepala daerah dan pengundangan oleh 
sekretaris daerah. Pembahasan Rapenla alas inisiatif DPRD 
dikoordinasikan oleh sekretaris daerah atau unit kerja yang 
ditunjuk oleh kepala daerah. Setelah itu juga dibentuk tim 
asistensi dengan secretariat daerah atau berada di Bagian 
Hukum." 
Dapat dipahami bahwa organisasi BPPRD merupakan basil 
reformasi birokrasi kelembagaan pemerintahan sesuai amanat 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, dimana pada BAB I pasal 2 nomor urut 3 berbunyi, Perangkat 
Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan 
DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintaban 
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pasal 
208 ayat l, berbunyi Kepala daerah dan DPRD dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintaban dibantu oleh Perangkat 
Daerah. Selain itu Pasal 231 berbunyi, dalam ha! ketentuan peraturan 
perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu 
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di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari perangkat daerah 
yang ada setelah dikonsultasikan kepada menteri dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendaygunaan 
aparatur Negara, serta pasal 232 ayat I beebunyi, ketentuan lebih 
lanjut mengenai perangkat daerab diatur dengan peraturan pemerintah. 
Pertimbangan percepatan penataan berdasarkan amanat pasal 410 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
penyelenggaraan pemerintahan daerab sudab harus menyesuaikan 
dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerab selambat-lamba1nya bulan oktober 
tahun 2016. Nomenklatur badan daerah provinsi dan badan daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang keuangan yang dibentuk menjadi dua dinas 
terdiri dari : a. Badan Pengelola Keiuangan dan Aset Daerab Provinsi 
atau Kabupaten/Kota; dan b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerab Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dimana Badan adalah unsur 
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 
yang dipimpin oleh kepala badan yang mempunyai tugas membantu 
kepala daerab melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerab dan dalam melaksanakan tugas yang bertanggung 
jawab kepada kepala daerab melalui sekretaris daerah. Atas dasar 
itulah Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menerbitkan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan yang ditindak lanjuti dengan 
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Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tetang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan, dan hanya 
mengelola : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk basil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang 
disahkan, pengelolaannya diserahkan/dilimpahkao kepada organisasi 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 
Bulungan. Dan untuk proses penyusunan perda sangat diperlukan 
adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain 
pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam perda, 
pengetahuan tentang bagaimana menuangkan metari muatan tersebut 
kedalam perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik 
serta mudah dipahami. Dimulai dari perencanaan sampai dengan 
penetapannya melalui tahap proses penyiapan rancangan perda, proses 
mendapatkan persetujuan dari DPRD, serta proses pengesahan oleh 
kepala daerah dan pengundangan oleh sekretaris daerah. Pembahasan 
Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh sekretaris daerah 
atau unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah. Setelah itu juga 
dibentuk tim asistensi dengan secretariat daerah atau berada di Bagian 
Hukum. 
Selain itu untuk mengelola pendapatan daerah, maka 
dibentuklah peraturan daerah yang baik sesuai peraturan perundangan, 
dengan asas kejelasan umum, kelembagaan atau organ pembentuk 
yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat 
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dilaksanakan, kedayagunaan dan kahasilgunaan, kejelasan rumusan, 
dan keterbukaan. DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan 
perda harus mempertimbangkan keunggulan local/daerah, sehingga 
mempunyai daya saing dalam pertwnbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat daerahnya Prinsip dalam menetapkan PAD 
dalarn menunjang APBD adalah bertujuan untuk meningkalkan 
kesejabteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, narnun 
demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi 
juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi 
dan keunggulan local/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalarn 
perijinan, mengurangi beban pajak daerah), sehingga dunia usaha 
dapat tumbuh dan berkembang didaerahnya dan memberikan peluang 
menarnpung tenaga kerja dan meningkalkan pendapatan 
masyarakatnya. 
Dal3I11 penelitian mengenai efektivitas organisasi peneliti 
menggunakan teori efektivitas Duncan (dalam Steers 1985:53), yaitu 
pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Untuk mengkaji lebih dalam 
mengenai pelaksanaan program optimalisasi penerimaan daerah oleh 
BP2RD, peneliti telah melakukan wawancara kepada infonnan terkait 
efektivitas organisasi melalui pengukuran pencapaian tujuan, integrasi 
dan juga adapatasi, sebagai berikut : 
43833.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
76 
a. Pencapaian Tujuan 
Sebagai organisasi BP2RD melaksanakan fungsi sebagai 
pemungut clan koordinator pendapatan daerah, harus 
memanfaatkan kemampuannya untuk mencapai basil yang 
diharapkan. Semua kekuatan internal yang dimiliki berupa 
sumber daya manusia clan sarana prasarana harus dimanfuatkan 
secara optimal untuk mendapatkan basil yang maksirnal. 
Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengarubnya 
terbadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah 
yang kuat dan berkuasa sorta mampu mengembangkan 
kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara 
mengelola keuangannya Pengelolaan daerah yang dilakukan 
secara ekonom.is, efesien, efektif serta partisipasi, transparansi, 
akuntabilitas clan keadilan akan mendorong pertumbuban 
ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran 
serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan 
daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga 
sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam 
suatu anggran pemerintab daerah. 
Pengukuran efektivitas organisasi dapat menjelaskan 
secara konkrit sejaub mana BP2RD dapat memanfaatkan 
kemampuannya secara optimal untuk mendapatkan basil yang 
diharapkan. Adapun tolak ukur yang dipergunakan untuk 
mengukur seberapa jaub tingkat efektivitas organisasi BP2RD 
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adalah pencapaian tujuan, integxasi dan adaptasi. Faktor 
lingkungan organisasi, baik lingkungan intern maupun 
lingkungan ekstren akan mendukung keberhasilan suatu 
organisasi dalam mencapai basil yang diharapkan. Dalam 
memahami efektivitas organisasi, diperlukan sebuah kerangka 
kerja yang berhubungan dengan efektivitas organisasi, antara 
lain ciri organisas~ ciri lingkungan, ciri pekerja serta kebijakan 
dan praktik manajemen. Ciri organisasi akan dapat 
mempengaruhi efektivitas organisasi apabila struktur organisasi 
yang ada, tidak sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang 
diemban oleh organisasi tersebut, sehingga struktur organisasi 
itu cenderung menjadi besar. Prinsip organisasi yang baik adalah 
organisasi yang rn.iskin struktur tapi kaya fungsi, prinsip ini 
harus diutamakan dalam penyusunan struktur organisasi, dengan 
prinsip organisasi ini akan dapat meningkatkan efektivitas 
organisasi itu senditi, sesuai dengan fungsinya serta didukung 
oleh teknologi yang mutahir, yang kita kenal sebagai organisasi 
sistem terbuka, dimana organisasi menerima input dari luar 
organisasi dan memberikan output bagi kepentingan 
organisasinya, karena itu organisasi harus dapat memperhatikan 
tingkat pendidikan masyarakat dilingkungannya, tingkat 
pendapatan masyarakat, serta tanggap dalam merespon setiap 
perubahan yang terjadi. 
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Berdasarkan basil wawaru:ara dengan informan guna 
mengetahui pencapaian efektivitas organisasi dari kriteria 
pencapaian tujuan, diperoleh basil wawancara bahwa kurun 
waktu dan sasarnn yang konkrit telah terlaksana sesuai dengan 
target alas realisasi penerimaan tahun sebelumnya, ha! ini dapat 
dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan 
sebagai berikut : 
Infonnan3 
"Tujuan dalam pelaksanaan program optimalisasi 
penerimaan daerah adalah untuk mengimplementasikan 
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan 
claerah, guna menggali potensi yang ada untuk 
meningkatkan pendapatan claerah, yang akan digunakan 
untuk membangun daerah. Waktu yang dipakai dalam 
pelaksanaan program optimalisasi penerimaan daerah 
berdasarkan tahun series, yang berlaku mulai januari 
sampai desember tahun berjalan. Melalui penggalian 
sumber-sumber pendapatan daerah dan pendapatan 
lainnya dengan sasaran untuk meningkatkaii penerinlaan 
daerah. Selain itu kemampuan untuk bisa melaksanakan 
program optimalisasi penerimaan daerah sudah jelas 
regulasinya, masalalmya bagaimana regulasi uu 
diefektitkan penyelenggaraannya sebaik mungkin setiap 
tahunnya. Misalnya di targetkan I 0 tidak akan mencapai 
I 0 kalau tidak efektif yang bertugas melakukan penagihan 
sesuai dengan waktu pelaksaaan program optimalisasi 
penerimaan daerah yang telah ditetapkan. Kemudian yang 
menjadi kendala paling umum adalah kesadaran 
masyarakat kita untuk melakukan pembayarannya". 
lnforman4 
''Tujuan prognun eptimali.oasi peneriilaan dae1'llh adalllh 
karena ini merupakan tupoksi dari organisasi BP2RD, 
dimana program optimalisasi pendapatan daaerah adalah 
salah satu tugas pokoknya. Selain itu untuk meningkatkan 
PAD lebih ke proses pelayanannya dan penguatan system 
pungutan sumber-sumber PAD, melalui monitoring 
pemungutan, penagihan pajak dan retribusi, penyedian 
karcis sebagai media pemungutan, penagihan pajak dan 
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retribus~ penyediaan karcis sebagai media pungutan 
retribusi, dan melakukan penyuluhan, sosialisasi dalam 
upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib 
retribusi, sehingga tujuan dari pelaksanaan program 
optimalisasi penerimaan daerah dapat tercapai sesuai 
dengan harapan". 
Informan 6 
"Tujuan program optimalisasi penerimaan daerah adalah 
selain tugas pokok juga untuk meningkatkan penerimaan 
pendapatan daerah dengan cara menagih pembayaran 
pajak yang telah jatuh tempo kepada wajib pajak yang ada 
di kabupaten bulungan sesuai dengan tupoksi bidang 
penagihan". 
lnfnrman 7 
"Tercapainya tujuan program optimalisasi penerimaan 
daerah adalah dlihat dari seberapa besamya capaian 
realisasi penerimaan alas target yang telah ditetapkan. 
Dimana target yang ditetapkan terdiri dari 11 jenis pajak 
daerah dan 3 jenis retribusi daaerah, harapannya semuanya 
dapat tercapai I 00"/o." 
Dari empat informan di alas, dapat diartikan bahwa 
pelaksanaan program optimalisasi penerunaan daerah 
mempunyai beberapa tujuan antara lain : pertama, untuk 
mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait dengan 
pengelolaan pendapatan daerah. Dimana BP2RD sebagai 
lembaga milik pemerintah didirikan alas dasar adanya tujuan 
yang ingin dicapai, sebagai tempat pelaksanaan kebijakan 
pemerintah untuk melayani masyarakat dalam hal perpajakan. 
Kedua, sebagai Tupoksi BP2RD. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan yang 
ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 58 
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Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak clan Retribusi 
Daerah Kabupaten Bulungan, yang mengatakan tugas BP2RD 
adalah Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjaug 
urusan pemerintah yang menjadi kewenaugan daerah di biclang 
keuangan yaug meliputi pengelolaan pajak clan retribusi daerah. 
Ketiga, untuk meningkatkan penerimaau pendapatan daerah. 
Dimaua BP2RD mempunyai tanggungjawab langsung terhadap 
realisasi beberapa penerimaau pajak daerah, sesuai dengau 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 clan disesnaikan 
dengan kebijakan Otonomi Daerah. Keempat, BP2RD 
meningkatkan PAD melalui pengawasan/monitoring 
pemungutan, melakukan optimalisasi penagihan pajak daerah 
clan retribusi daerah, melakukan penyuluhan clan sosialisasi 
dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi, 
sasarannya kepada masyarakat perdesaau yang kurang paharn 
tentang proses pemungutan basil pajak clan retribusi clan juga 
kepada petugas pelaksana pemungutan. 
Hal ini didukung dengan pemyataan yang diungkapkan 
oleh informan dalam ha! sasaran yang akan dicapai, 
sebagaimana hasil wawancara berikut : 
lnformau 4 
"'Target atau sasaran program optimalisasi optimalisasi 
penerimaau daerah adalah Peningkatan Penerimaan 
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Pendapatan Daerah dilihat dari laporan realisasi 
penerimaan pendapatan daerah, dimana untuk pajak 
daerah laporan realisasinya dikelola oleh BP2RD dan 
untuk retribusi laporan realisasinya dikelola oleh OPD 
terkait yang sudah diberikan kewenangan oleh Bupati 
dalam mengelola retribusi." 
Informan 7 
"Jadi dasar hukum pengelolaan pendapatan daerah disini 
adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Peraturan 
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 201 l 
tentang Pajak-Pajak Daerah. !tu yang menjadi acuan kita 
dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, 
sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud karena 
sudah ada paying hukumnya''. 
Informan 8 
"Saal ini yang menjadi acuan kita dalam bekerja adalah 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bulungan yang ditindak lanjuti dengan 
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Bulungan. Diharapkan dapat moncapai sasaran 
yang diinginkan yaitu peningkatan penerimaan daerah". 
Informan9 
"Kalau kita lihat wilayah kabupaten bulungan terdiri dari 
10 kecamatan, itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan 
masyarakat yang ada dikecamatan-kecamatan tersebut 
belum sepenulmya mengetahui tentang perpajakan. untuk 
itu agar potensi yang ada itu dapat digali, maka perlu 
diadakannya Pendataan Potensi Wajib Pajak/Retribusi 
Daerah, dimana masyarakat merupakan target utama 
dalam pelaksanaan program optimalisasi penerimaan 
daerah". 
Dari empat informan di alas, dapat diartikan bahwa 
pelaksanaan program optimalisasi penerunaan daerah 
mempunyai beberapa sasaran yang dapat dilihat dari laporan 
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realisasi penerimaan daerah setiap tanggal 31 desember setiap 
tahunnya, didalam laporan itu akan terlihat 11 jenis berapa 
pencapaian target untuk semua jenis pajak dan retribusi, baik itu 
yang dikelola oleh BP2RD atau pun OPD terkait. Sasaran 
konkrit pengelolaan pendapatan daerah masyarakat sebagai 
wajib pajak yaog ada di wilayah Kabupateo Bulungan. Sebelum 
menetapkan pajak, BP2RD telah mengadakan sosialisasi atau 
penyebaran informasi kepada masyarakat sebgai wajib pajak 
agar mendaftarkan kepemilikan I usaha yang dimilikinya ke 
bagian pelayanan perpajakan di BP2RD. Dimana target program 
optimalisasi pendapatan ini adalah masyarakat sebagai wajib 
pajak. Serta dasar hukum dari kegiatan pengelolaan pendapatan 
daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan juga 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011. 
Optimalisasi penerimaan daerah yaog dilakukan oleh BP2RD 
mempunyai landasan hukum sehingga menjadi jelas tugas yang 
dilaksanakan. Oalam ha! pelaksanaannya berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Bulungan Nomor 
58 Tahun 2016. 
Efektifitas secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya 
basil yang dlkaltkan dengan efesiensi, walaupun keduanya 
berbeda. Efektivitas menekankan kepada basil yaog dicapai, 
sedangkan efesiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai 
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basil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan 
outputnya. Efektlvltas penerlmaan pendapatan daerab dapat 
dilihat dengan membandingkan antara realisasi penerimaan 
dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan sesuai target. 
Karena penelitian ini ingin mellhat pelaksanaan program 
optimalisasi penerimaan daerah khususnya potensi penerimaan 
pajak daerah, dengao rnelihat acuao target yang dikeluarkan oleh 
BP2RD. Untuk efektlvitas penerimaan pajak daerah periode 
2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.4 
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Kabupaten Bulungan Dari Tabun 2013-2017 
TAHUN TARGET REALI SAS! 
2013 2.192.751.806,90 4.180.105.600,60 
2014 4.066.000.000,00 6.929.462.988,94 
2015 7. 109.975.200,00 11.109.975.200,00 
2016 7.024.290.500,00 15.769.221.352,15 
2017 10.151.150.000,00 33.734.827.198,22 
Swnber Data : BPPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2017 
Berdasarkan tabel diatas, dapat ditihat bahwa realisasi 
penerimaan pajak daerah Kabupaten Bulungan periode tabun 
2013 sarnpai dengan 2017, penyusun:in target tertinggi pada 
tabun 2017 sebesar Rp. 10.151.150.000,00 dan target terendah 
pada tabun 2013 sebesar Rp. 2.192.751.806,90. Sedangkan 
realisasi penerirnaan pajak daerah tertinggi pada tabun 2017 
sebesar Rp. 33.734.827.198,22dan realisasi penerirnaan terendah 
pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.180.105.600,60. Terjadinya 
kenaikan efektivitas ini disebabkan karena penyusunan target 
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oleh BP2RD Kabupaten Bulungan berdasarkan atas realisasi 
penerlmaan tahun sebelumnya, seharusnya target penerlmaan 
didasarkan alas prediksi terhadap rencana potensi riil 
penerimaan yang akan datang. Dimana masa target dan realisasi 
penerimaan pajak daerah dihltung berdasarkan penerimaan 
dalarn satu tahun berjalan (tahun kalender). 
b. Integrasi 
Selain pencapalan tujuan diatas terdapat kriteria integrasl 
dan adaptasi dalarn pencapalan efektivitas. Berdasarkasn hasil 
wawancara dengan infonnan yang berasal dari pejabat BP2RD 
dan wajib pajak untuk mengetahui pencapaian efektivitas dari 
kriteria integrasi, sebagaimana dikemukakan oleh (Nazamudin, 
dalam Claude, 1994: 13), menyatakan bahwa integrasi 
merupakan pengukuran terhadap tingkat kemarnpuan suatu 
orgamsas1 untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 
consensus dan kumunikasi dengan berbagai macam organisasi 
lalnnya Integrasi merupakan proses soslallsasi. Dari hasil 
wawancara dengao infonnan, diperolah hasil bahwa sebagian 
besar inform.an telah mengetahui sosialisasi penerimaan pajak 
daerah baik dari aturanyang diberikan oleh BPZRD maupun dari 
media masa.Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 
mauoun PBB-P2 tentu memerlukan sosialisasi agar semua pihak 
terkait dapat mengetahui hal tersebut, karena sosialisasi sangat 
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berperan dalam rangka peningkatan PAD. Dengan 
memperhatlkan ha! tersebut, maka BP2Irn melakukan 
sosialisasi yang dimulai dari lingkungan internal pernerintah 
daerah melalui Lurah/Kepala Desa, Carnal petugas pemungut 
dan petugas Jalnnya, bank-bank penerima pembayaran serta 
instansi terkait seperti BPN. 
Selain kepada pihak yang telah disebutkan pihak yang 
paling penting untuk mengetahui bal tersebut adalah masyarakat 
sebagai wajib pajak. BP2RD telah melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat dengan berbagai cara diantaranya melalui media 
cetak seperti surat kabar, memasang papan hlmbauan 
pembayaran pajak di tempat-tempat umum, menyebarkan dan 
menempatkan leatlet/brosur mengenai PBB di tempat-tempat 
pelayanan masyarakat seperti kantor kelurahan/desa dan kantor 
kecamatan serta melakukan turun Jangsung ke masyarakat untuk 
mernberikan penjelasan langsung melalui petugas pemungut 
yang telah ditunjuk langsung oleh BP2Irn pada kecamatan yang 
telah diatur dalam SK BP2RD. 
Dengan adanya sosialisasi tersebu~ diharapkan 
masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam mendukung 
suksesnya pengakihan PBB-P2 ini. Dukungan masyarakat tentu 
merupakan ha! yang sangat penting karena masyarakatlah yang 
menjadi subjek atau wajib pajak dalam pemungutan PBB-P2 ini 
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dan dengan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan PAD di 
Kabupaten llulungan, sebagalmana basil wawancara berlkut : 
Informan 3 
"Proses pelaksanaan sosialisasi program optimalisasi 
penerimaan daerah dengan maksud untuk eningkatan 
kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, melalui 
penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah dan retribusi 
daerah pada masyarakat, serta pembinaan dan penertiban 
pada wajib pajak daerah, melalui suatu perencanaan yang 
matang. Selain itu BP2RD juga mengadakan kerjasama 
lleP.ill!! OPP tl'fl\ajt ®!am hi!! N!!eri_lllilM retribusi d~M 
dan dengan DJP KPP Pratama dalam hal pendampingan 
pengelolaan PBB-P2 juga dengan dua bank sebagai tempat 
pembayaran pajak. Komuni!Wi!kilordinasi juga dil"1i-lllffin 
BP2RD dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi ke OPD ke pemerintah pusat, provinsi dan 
kabupaten mengenai pajak/retribusi dan jenls-jenls 
pendapatan daerah lainnya baik mengenai regulasi 
maupun pelaksanaannya agar dapat meningkatkan 
pendapatan daerah. Dimana kegiatan ini juga dilaksanakan 
sebagai penunjang kelancaran tugas dalam rangka 
melaksanakan teknls operasional atau tentang penjabaran 
peraturan perundang-undangan serta kebijakan dari 
instansi yang lebih tinggi guna persamaan persepsi". 
lnforman4 
"Untuk menentukan apa saja yang akan disosialisasikan 
telah dilakukan diskusi dengan bidang-bidang yang ada, 
yaitu bidang pendataan, bidang pembukuan, bidang 
penagihan dan bidang pendapatan. Ada pertemuan untuk 
menentukan apa saja yang akan disosialisasikan sesuai 
dengan kondisi saat ini. Selain itu knmunikasilknordinasi 
secara sinergis juga dilakukan kepada OPD terkait 
pengelola PAD. Melihat bahwa tiap tahuonya ada saja 
OPD yang tidak dapat meiioapai ta!i!et realisasi yaiig telah 
di targetkan yang dapat mengakibatkan PAD tidak 
meningk_at, walaupun secara umum sudah tercapai namun 
dari segi per item jenls pajak/retribusi daya yang tidak 
mencapai target ". 
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lnforman 5 
"Jadl dalam melaksanakan keglatan konsensus clan 
komunikasi ini kita melakukan kesepakatan bersama dan 
komunikasi dengan kepala wilayah kecamatan, kelurahen 
dan desa, untuk mengetahui potensi apa saja yang ada di 
wilayalmya, yang perlu dilakukan penggalian lebih dalam 
guna peningkatan MUerimaan daerah ~ pen\Uljang 
keberbasilan pengelolaan pajaklretribusi untuk 
meogintensifkan PAD yaitu aclanya kerjasama dengan 
pihak lain yang terkaiilOPD dalam pengelolaan 
pajak/retribusi daerah serta bekerjasama dengan DJP KPP 
Pratama Tarakan dalam ha! peodampingan pengelolaan 
PBB-P2. Selain itu komunikasilkoordinasi yang dilakukan 
terkait pelaksanaan program optimalisasi peoerimaan 
daerah adalah mengadakan rapat-rapat dan konsultasi 
dengan OPD terkait penjabaran peraturan perunclang-
undangan untuk mendapatkan basil kesepakatan bersama 
guna meningkatkan pendapatan daerah ". 
Informan 8 
"Ada tim sosialisasi yang bertugas untuk meyebarkan 
informasi tentang perpajakan, yang akan mendatangi 
langsung wajib pajak yang ada di kecamatan, kelurahen 
clan desa se kabupaten bulungan, selain itu adanya 
komunikasi/koordinasi yang baik antara beberapa pihak 
t~rkait dalam proses perenclltlllml, pel!\ksanaan <llln 
pengelolaan meski tidak secara keseluruhan pihak-pihak 
tersebut dilibatkan hanya dalarn beberapa bidang tertentu. 
Contohnya komunikasi antara BP2RD, Biclang akuntasi 
BPKAD clan Biclang perencanaan Bappeda." 
lnforman !Oa 
"saya tidak tahu mengenai peraturan apa yang mengatur 
pajaklretribusi daerah, yang saya tahu setiap bulan saya 
harus rutln membayar pajak karena ltu adalah kewajlban 
karni selaku pengelola cafe." 
Informan I Ob 
"Saya tidak tahu clan tidak mengerti tentang undang-
unclang yang mengatur pajaklretribusi karena saya kuliah 
bukan jurusan hokum jadi saya tidak mengerti. Tugas 
kami sebagai peniilildianya niembayar pajak 10% dari 
penghasilan seperti yang telah ditetapkan." 
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Infonnan IOc 
"yang saya lngat soslallsasl darl petugas pajak pernah ada, 
namun sangat jarang.' 
Informan IOd 
"Kalau m~ah ~ali~ l'l!lllsung kepada masyaralcat, 
kami dari petugas pajak biasa adakan sosialisasi, namun 
tidak rutin". 
Infonnan I Oe 
"Yang saya tahu tidak pernah ada sosialisasi mengenai UU 
dan peraturan-peraturan yang mengatur pajak". 
lnfonnan I Of 
.. Saya tidak mengetahui adanya sosialisasi, dan saya 
mengetahuinya pada saat mengurus surat keterangan di 
Kelurahan, bapak lurab memberitahu saya kalau ada 
sosialisasi perpajakan, dan mengbarapkan dapat hadir 
pada waktu sosialisasi tersebut". 
Berdasarkan wawancara dengan infonnan diatas dapat 
dillhat bahwa kegiatan soslallsasl dan koordlnasi harus 
direncanakan dulu sebelumnya, kegiatan apa yang akan di 
laksanakan, apakah sosialisasi tentang pendataan, penagiban, 
pendapatan atau monitoring, berapa lama waktu 
pelaksanaannya, semua itu dilakukan rapat terlebih dahulu. 
Banyak prosedur yang barns dilalui sebelurn dilaksanakan 
kegiatan sosialisasi program optimalisasi penerimaan daerah 
tersebut. Kegiata sosialisasi melalui banyak. proses, awalnya 
kegiatan direncanakan dan disusun berdasarkan rapat bersama 
bidang-bidang yang ada Kemudian setelah rapat bersama 
tersebut maka hasilnya akan menjadi rencana program yang 
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akan dilaksanakan. Koordinasi yang dilakukan bukan banya 
dengan internal llP2llil, koordlnasi juga dilakukan dengan 
beberapa OPD terkait untuk membantu dalam proses 
pengembangan objek pajak I retribusi daerah. Koordinasi I 
komunikasi yang baik akan membentuk suatu kemitraan kerja 
anlllr OPD dengan bail< pula sehingga dapat meningkatkan PAD. 
Adapun bentuk koordinasi lainnya dalam melaksanakan 
kegiatan konsensus (kesepakatan bersama) serta menjalln 
komunikasi untuk peningkatan koordinasi melalui koordinasi 
dengan pemerintah pusat dan provinsi, aparatur desaikelurahan, 
kecamatan, dan instansi terkait lainnya di bidang pendapatan 
daerah dalam ha! pengendalian operasional. Untuk 
mengbubungkan kepala wilayab kecamatan, kelurahan dan desa, 
dimana llP2llil telah menjalln komunikasi dan juga kerjasama, 
sehingga BP2RD dapat langsung menjalankan program 
peningkatan koordinasi. Penyataan infonnan tersebut diatas 
didukung dengan dokumentasi foto sosialisasi, kesepakatan 
bersama dan komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan adalah 
secara langsung mendatangi kecamatan, kelurahan, desa di 
wilayah kabupaten bulungan. 
Sehubungan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak akan 
peraturan pajak, tampaknya sebagian besar wajib pajak tidak 
mengetahui dan tidak mengerti akan peraturan/Undang-undang 
yang mengatur pakjak/retribusi daerah, baik itu UU no 28 Tahun 
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2009 maupun Perda Kabupaten Bulungan No 9 Tahun 2011. 
Salah satu upaya yang dllakukan oleh BP21ITJ terkalt kurangnya 
pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak adalah dengan 
melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan 
pajak. tata cara pemungutan pajak. sanksl-sanksi administrasi 
dan lain-lain. 
Dapat diartikan bahwa di Kabupaten Bulungan khususnya 
di kecamatan/kelurahan/desa. pelaksanaan peoyuluhan dan 
sosialisasi dari petugas pajak terhadap masyarakat (wajib pajak) 
mengenai peraturan pajak. tata cara pemungutan pajak. sanksi· 
sanksi administrasi dan lain-lain, masih sangat jarang dan 
hamper tidak pemah terdengar oleh masyarakat. Oleh sebab itu 
masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang belum 
mengertl baahkan belum paham tenytang peraturan-peraturan 
pajak itu sendiri. Walaupun sosialisasi jarang dilakukan, namun 
pelaksanaan sosialisasi terjadi karena adanya kerjasama dan 
komunikasi antara BP21ITJ dengan pihak kecarnatan, kelurahan 
dan desa. serta diharapkan masyarakat dapat mengikuti 
sosialisasi tersebut. Sebab selama ini masyarakat kurang 
mernahami hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dalam 
pelaksanaan program optimalisasi penerimaan daerah. 
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Gambar4.2 
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pajak 
Oaerah Oi Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung 
Selor Pada Bulan April 2017 
Gambar4.3 
Rapat Koordinasi Capaian Target dan Realisasi Penerimaan 
Daerah Triwulan II Bersama OPO Terkait Pada Bulan Juli 2017 
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Gambar4.4 
Pembahasan Pelaksanaan Penerimaan Daerah bersama petugas 
pajak clan bendahara penerlmaan OPD Terkalt Pada Bulan 
Agustus 2017 
Hasil temuan dilapangan menunjukkan dalam efektivitas 
organisasi dalam pelaksanaan pro.gram up.timalis.asi penerimaan 
daerah, dapat dinyatakan bahwa didalam organisasi penerimaan 
pajak daerah ini membutuhkan pihak lain untuk terlibat serta 
membantu dalam berbagai kegiatan yang. dilaksanakan,. baik 
dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk praktik langsung 
sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengelola penerimaan 
daerah. 
Berdasarkan hasil wawancara dan gambar diatas jika 
dilihat dari pengukuran efektivitas integrasi dalam ha1 proses 
sosialisasi yang dilakukan oleh BP2RD dalam pelaksanaan 
program penerimaan daerah di Kabupaten Bulungan daerah 
telah tersampaikan kepada wajib pajak maupun pemerlntah di 
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kecamatanlkelurahan/desa dengan baik, walaupun demikian 
para lnforman mengungkapkan babwa maslh terdapat kendala 
yang dihadapi, yaitu : 
I) Kurangnya pemabaman, kepatuban dan partisipasi 
masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib 
pajak. 
2) Mudab berubabnya peraturan yang mengatur perpajakan 
daerah yang mengakibatkan penerimaan pajak daerab 
kurang maksimal. 
c. Adaptasi 
Untuk pencapaian efektivitas dari kriteria adaptasi, 
(Duncan dalam Steers, 1985:53), menyatakan babwa adaptasi 
adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk 
menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan 
yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa 
faktor yaitu SDM dan sarana prasarana. Pencapaian kriteria 
adaptas! dalam pelaksanaan program opthnalisasi penerimaan 
daerah di Kabupaten Bulungan, peneliti telah melakukan 
wawancara kepada infonnan guna mengetahui tingk:at 
penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan duatu 
individu terhadap perubahan-perubaban yang terjadi 
dilingkunganya, dimana ha! ini dapat diukur dengan 
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peningkatan SDM clan sarana prasarana yang dimiliki, dengan 
has!! wawancara sebagai berlkut : 
Infonnan3 
"Proses perubaban di lingkungan sekitar, menyesuaikan 
dengan perubahan produk hukum. Seperti belum 
berubahnya tarif produk hukum yang berkaitan dengan 
optimalisasi penerimaan daerah, seperti perubaban tarif 
retribusi daerah khususnya pemakaian kekayaan daerah 
dimana tarifnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 
saat ini, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga 
menrn~ \!Ill\!!\ me!\!k\!k!!!! l!Pl\Ya penin~ 
kemampuan organisasi dalam mengelola pendapatan 
daerah. Untuk itu pemerintah daerah membantu 
peningkatan PAD dengan membuat suato k<0bijllhn 
melalui Perda pelimpahan kewenangan pengelolaan 
penerimaan retribusi daerah dalam ha! perubahan tariff 
retribusi, dimana saat ini perdanya masih dalam tahap 
proses. Selain itu SDM sangat menunjang peningkatan 
PAD, namun kualitas SDM kita ini menurut saya masih 
kurang. Hal ini ditandai dengan masih adanya data ganda 
wajib pajak, adanya wajib pajak yng sudah tidak 
berdomisili ditempat tinggal sebelunmya sehingga 
menghambat proses penagihan, dan masih seringnya 
terjadi kebocoran pajak clan retribusi daerah. Bukan dalam 
htll pendl\tmm S!\ia kualitas dalam peni:QperaSian sarana 
clan prasarana dalam ha! teknologi pemungutan masih 
kurang". 
Infonnan4 
"Karena kondisi yang ada saat ini dimana harga~harga 
kebutuhan semakin tinggi, sementara tarif retribusi 
pemakaian kekayaan daerahnya masih rendah itu sudah 
tidak sesuai lagi. Contoh peminjaman kursi plastik yang 
masih menggunakan tarif 500 rupiah per buah, sementara 
saat ini jika kita meminjam diswasta sudah mencapai 
3.000 rupiah per buah. Maka perlu diadakan perubalian 
perda tentang tarif retribusi daerah khusus pemakaian 
kekayaan daerah, clan sekarang masih diposes perdanya. 
Untuk itu SDM clan sarana prasarana sangat diperlukan 
untuk meningkatkan penerimaan daerah." 
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Infonnan 7 
"Terkalt sarana prasarana dan SOM, dalam pelaksanaan 
program optimalisasi penerimaan daerah oleh BP2RD 
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat sudah memadai, namun secara um.um masih 
perlu ditingkatkan lagi jumlahnya khususnya untuk 
petµg"" Pl'm\UlS\11 paiak Yan& '""" ini san&at kluang 
jumlahnya. Kepala BP2RD sudah menunjuk langsung di 
setiap kecamatan untuk menjadi petugas penagih, namun 
heberapa diariianuiya kadaitg melllkiilaiii k<>curangari 
dalam pemungutan jadi diberhentikan. Sangat sulit 
menunjuk petugas pemungut dengan kualifikasi yang baik. 
Jika terjadi seperti ini penagihan diambil alih oleh carnal 
atau lurah untuk tidak menghambat pungutan yang masuk 
ke kas daerah". 
Infonnan 9 
"Sudah baik, jadi kategorinya kan hasil akhir yang ingin 
dicapai. Di sini kita sudah ada komputer khusus PBB dan 
PAD sudah baik serta ada petugas yang ahli perpajakan. 
Dimanajika ada wajib pajak yang datang untuk mengurus 
masalah perpajakan sudah bisa kita layani. Yang penting 
"··'I"''"'- ••n•\ •-~~ ••~ • ••! . ' " 
...., ' '"""ya"""" w • .,.-s ~Piii ~ eS!\1, 
lnfonnan I Oa 
"Menurut saya, prasarana dan SDM seperti komputer yang 
ada sudah baik. Ruang pelayanan juga sudah baik dan 
nyaman dalam pelaksanaannya, serta petugas yang 
professional dibidangnya" 
Infonnan I Ob 
"Menurut saya, prasarana dan SDM seperti komputer yang 
ada sudah baik. Ruang pelayanan juga sudah baik dan 
nyaman dalam pelaksanaannya, serta petugas yang 
professional dibidangnya" 
Informan !Oc 
"Fasilii,,,, dan !ll'tug,,,, disini sangat baik, untuk 
mernpercepat proses pengurusan perpajakan." 
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Informan I Od 
"Menurut saya prasarana dan SOM yang ada disini sudah 
baik. Seperti sudah ada computer dan petugas yang sudah 
siap, jadi lebih mudah dalam mengurus perpajakannya". 
lnfonnan I Oe 
"Belum mernadai sih menurut saya, yang pertama nntuk 
peralatan komputer yang hanya 2 buah, sementara wajib 
pajak yang dilayani banyak. Yang kedua ruangan 
pelayanan yang sempit, sehingga membuat wajib menjadi 
tidak nyaman." 
lnforman !Of 
"Kalau untuk sarana-prasarana Ba}'il bedlarap computer 
dapat ditambah, 2 komputer digunakan nntuk banyak 
orang. Jadi kurang efektifmenurut saya" 
Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat 
dilihat bahwa Organisasi BP2RD harus bisa menyesuaikan diri 
dengan perubahan produk hukum, seperti diketahui saat ini 
pembangunan di Kabupaten Bulungan sangat pesat, namun 
pendapatan dari sector rettibusi daerah khususnya pemakaian 
kekayaan daerah, masih menggunakan perda lama yaitu Perda 
No 18 Tahun 2013 tetang pelimpahan kewenangan pengelolaan 
retribusl daerah, dimana tarif pemungutan retribusinya sangat 
rendah dan sudah tidak sesuai 1agi dengan kondisi saat ini. 
Contoh peminjaman kursi plastik yang masih menggunakan tarif 
500 rupiah per buah, sementara saat ini jika klta merninjam di 
swasta sudah mencapai 3.000 rupiah per buah. Sehingga perlu 
dilakukan perubahan tarif produk hukum yang berkaitan dengan 
optimalisasl pendapatan daerah. Untuk ltu pemerlntah daerah 
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membantu peningkatan PAD dengan membuat suatu kebijakan 
melalui Perda pel!mpahan kewenangan pengelolaan penerimaan 
retribusi daerah dalam bal perubahan tarif retribusi, dimana saat 
ini perdanya masih dalam tahap proses. Berhubungan dengan 
proses adaptasi juga dilihat dari sarana dan prasarana yang 
digunakan. Sarana prasarana dan SDM yang dimililti oleh 
BP2RD sendiri untuk melaksanakan program optimalisasi 
penerimaan daerah bahwa sarana prasarana dan SDM belum 
memadai. Keberadaan komputer, tempat pelayanan dan loket 
pembayaran pajak daerah serta didukung oleh SDM yang 
berkualitas dan kurang jumlalmya, sangat diperlukan 
penarnbahan membantu wajib pajak dalarn mengurus bal-hal 
yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya dalarn bal 
memungut pembayara pajak sehingga dapat menlngkatkan 
penerimaan pendapatan daerah. Selain itu tersedianya peralatan 
komputer untuk pelayanan optimalisasi pnerimaan daerah 
sangatlah penting, karena memudahkan wajib pajak dalarn 
mengurus perpajakan dan lebih efektif. Begitu juga dengan 
rnang pelayanan yang digunakan, wajip pajak mengharapkan 
ada tarnbahan rnangan sehingga menjadi lnas dan dapat 
menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman. 
43833.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
98 
Gambar4.5 
SDM dan sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan 
program optimalisasi penerimaan daerah. 
Berdasarkan basil wawancara dan gambar diatas jika 
dlllhat darl pengukuran efektivitas adaptasl dalam ha! SDM, 
sarana dan prasarana yang mendukung BP2RD dalarn 
pelaksanaan program penerimaan daerah di Kabupaten 
Bulungan terhadap penlngkatan SDM dan sarana prasarana, 
sebagian besar SDM sudah ada walaupun masih terbatas 
sedaogkan untuk sarana prasarana pendukung dalam 
menyelaraskan lingkungan masih terkesan sangat minim bahkan 
untuk petugas teknis pemungut pajak belum memiliki kendaraan 
dinas lapaugan. 
Melihat basil temuan dilapangau dalam pelaksanaan 
program optimalisasi penerimaan daerah yaug ada di BP2RD 
Kabupaten Bulungan bila dihubungkan dengau adaptasi 
lingkungan yang telah dllakukan bahwa kondisi sosial budaya 
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yang ada di Kabupaten Bulungan belum tertalu mendukung 
terhadap usaha untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. 
Karena perilaku masyarakatnya cenderung mengbindari pajak, 
bukan merasa babwa pajak daerab adalab tanggung jawab 
mereka juga sebagai wajib pajak. 
Daiam pencapman efektivitas organisasi daiam 
pelaksanaan program optimaiisasi penerimaan daerab periode 
2013 sampai dengan 2017 belum efektif, bai ini disebabkan 
oleh: 
a. Pencapaian tujuan daiam kurun waktu 5 tahun terakhir 
dari segi pencapaian target sudab tercapai, namun masih 
kurangnya pendekatan/usaha alas basil pekerjaan yang 
telab ditentukan sebelnmnya untuk lebih menekankan 
kedekatan kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang 
peran dan tanggung jawab dalam pembayaran pajak 
daerab, dengan kurangnya pendekatan kepada masyarakat 
tersebut itulab yang dikatakan belum efektlf. 
b. Kurangnya pemabaman, kepatuhan dan partisipasi 
masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib 
pajak, untuk itu perlu peningkatan intensitas sosialisasi 
kepada masyarakat. 
c. Kemampuan jumlab dan petugas dilapangan daiam bai 
pendataan dan penagihan pajak daerab, untuk itu 
diperlukan penambaban SDM dan peningkatan 
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kemampuan petugas melalui pendidikan dan pelatihan, 
penlngkatan pemb!naan dan pemdamplng teknls serta 
secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas 
petugas lapangan, serta keterbatasan sarana prasarana 
pendukung dilapangan untuk mengawasi, mendata dan 
melakukan pemungutan pajak daerah. 
2. Faktor Pendukumg dan Penghambat Efektivitas Organisasi BP2RD 
Dalam Pelaksanaan Program Optimalisasi Penerimaan Daerab 
a) Faktor Pendukung 
Dalam melaksanakan program optimalisasi penerimaan 
daerah yang dilakukan oleh BP2RD untuk meningkatkan 
pendapatan daerah, berdasarkan data-data yang diberikan oleh 
BP2RD, maka peneliti melihat ada beberapa faktor yang 
mendukung efektivitas organisasi, antara lain : 
I) Sumber Daya Manusia 
SDM yang baik akan menjadi faktor 
pendukungbdalam setiap pencapalan tujuan organisasi. 
Perangkat organisasi BP2RD yang professional pasti akan 
mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan. SDM 
menjadi faktor pendukung juga karena pelaksanaan 
kegiatan sehari-hari yang dilakukan pegawainya. Jika 
kualitas sumber daya manusia masih buruk maka kualitas 
pelayanan pasti juga buruk. Jadi penyiapan SDM yang 
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bail< akan membantu mewujudkan visi dan misi dari 
organlsas!. Sehingga mempennudah dalam melaksanakan 
tujuan badan yang salah satunya adalah meogoptimalkan 
PAD khususnya pajak daerab. 
2) Kerjasama Antar Bidang / lnstansi 
Kerjasama antar bidang dalam satu badan akan 
mempermudah dalam pekerjaan, pelayanan kepada 
masyarakat yang bisa menjadi koordinasi sebagai badan 
yang mengbasilkan PAD. Kerjasama antar instansi 
diperlukan untuk mendukung pemungutan pajak daerab 
dan retribusi daerab dan tldak terjadi tumpang tindih 
antara OPD lain dalam pemungutan pajak daerab dan 
retribusi daerab. 
3) Hubungan Kemitraan denga masyarakat 
Upaya yang diterapkan melalui perjalinan kemitraan 
dengan masyarakat juga menjadi faktor pendukung. 
Penjallnan kemltraan memang strategl yang menarlk 
karena masyarakat akan merasa diperhatlkan sebagai 
wajib pajak. Hal ini membuat masyarakat untuk 
membayar kewajiban perpajakannya dengan mudah tanpa 
harus dipaksa 
4) Partisipasi dari KPP Pratarna Tarakan, BPN dan Bank-
Bank 
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Tingkat keberhasilan program dipengaruhi oleh faktor 
Internal dan eksternal. Adanya dukungan plhak eksternal 
terkait seperti KPP Pratama Tarakan, BPN yang siap 
berkoordinasi dan memberikan informasi, saran, masukan 
dan pertimbangan terhadap jalannya pengelolaan pajak 
daerah khusus PBB P2, serta dukungan Bank BR! dan 
Bankaltimtara yang siap membantu dalam ha! penyedian 
fasilitas sebagai tempat pembayaran dam pemungutan 
pajak daerah dan PBB P2, yang tentuoya akan 
memperlancar proses pelaksanaan program optimalisasi 
penerimaan daerah. 
b) Faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan program optlrnallsasi penerimaan 
daerah, memang akan seialu mendapatkan masalah dan 
hambatan, tetapi sejauh ini sebagian besar hambatan tersebut 
masih blsa teratasl, balk yang dlatasl oleh BP2RD sendlri 
maupun dengan bantuan dari pihak lain seperti DJP (Direktorat 
Jenderal Pajak). Adapun hambatan-hambatan yang masih 
dihadapi BP2RD dalam pelaksanaan program optlmalisasl 
penerimaan daerah, antara lain : 
I) Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar pajak 
Kesadaran masyarakat Kabupaten Bulungan untuk 
membayar pajak masih rendah sehingga mempengaruhi 
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jumlah pendapatan. Untuk itu BP2RD melakukan 
soslallsasi melalul media cetak maupun elektronik clan 
penagihan langsung di lapangan, semua dilakukan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar 
pajak. 
2) Kondisi Ekonomi 
Kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan 
masyarakat untuk membayar pajak daerah. Kondisi 
ekonomi yang rendah akan menyulitkan masyarakat 
untuksekedar membayar pajak. Jadi kesadaran untuk 
membayar pajak, tidak akan berguna karena kondisi 
ekonominya tidak memungkinkan untuk membayar pajak. 
Kondisi Kabupaten Bulungan saat ini berkembang 
temyata belum berhasll meningkatkan kondisl ekonomi 
masyarakat karena masih banyak yang berpenghasilan 
rendah dan kesulitan untuk membayar pajak. 
3) l'lasar tarif pajak retribusi daerah yang pada Peraturan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak sesuai dengan 
kondisi saat ini. Untuk itu perlu aclanya peninjauan ulang 
perda pajak clan retribusi daerah. 
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A. Kesimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Efektivitas organisasi BP2RD dalwn pelaksanaan program 
optimalisasi penerimaan daerah di Kabupaten Bulungan dapat dilihat dari 
pencapalan tujuan, integrasl dan adaptasl. Dalam ha! krlterla pencapalan 
tujuan ditinjau dari aspek kurun waktu pencapalanya ditentukan dan aspek 
sasaran merupakan target yang konkrit, dimana pencapaian tujuan daJam 
mengukur efektlvltas organlsasi dilaksanakan antara perlode 2013-2017, 
dengan basil pencapaian target penerimaan pajak daerah periode 2013-2017 
sudab efektif, namun masih kurangnya pendekatan/usaha atas basil 
pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya untuk lebih menekankan 
kedekatan kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang peran dan 
tanggung jawab dalam pembayaran pajak daerah, dengan kurangnya 
pendekatan kepada masyarakat tersebut ltulah yang dlkatakan belum efektif. 
Untuk kriteria integrasi ditinjau dari aspek proses sosialisas~ dimana 
dalarn rangka meningkatkan efektivitas organisasi sangat diperlukan 
soslallsasl secara terus menerus mengenal perpajakan dengan barapan dari 
sosialisasi akan dihasilkan pemahaman akan perpajakan dan dapat 
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi 
daerah. Pengintegrasian terjadi karena adanya proses sallng membutubkan, 
saling memuaskan dan saling menguntungkan. Melalui tujuan dan sasaran 
yang ada di dalam BP2RD Kabupaten Bulungan akan memberikan yang 
terbaik bagi organlsasinya. Pegawai akan berkerja dengan tekun karena 
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adanya motivasi dari organisasi. Sehingga pengintegrasian didalam sebuah 
organisasl sangat penting darl seldan banyak ha! pentlng lalnnya dalam 
sebuah organisasi. Selain itu kurangnya pemahaman, kepatuban dan 
partisipasi masyarakat dalarn memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, 
dengan kurangnya intensitas sosialisasi kepada perangkat daerah dan 
masyarakat tersebut itulah yang dikatakan belum efektif. 
Berkaitan dengan !criteria adaptasi ditinjau dari aspek SDM dan sarana 
prasarana, dimana kemampuan peningkatan SDM masih kurang sehingga 
diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dari petugas penagit pajak 
dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatiban, serta pembinaan 
dan pemdampingan dari instansi teknis secara berkala serta mengevaluasi 
pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Dari aspek sarana prasarana, dapat 
dikatakan masih terbatas khususnya untuk dilapangan sebagai ujung tombak 
dilapangan berupa sarana kendaraan roda dua dan mobil lapangan. Selaln 
itu, diperlukan peningkatan kemampuan penggunaan teknologi dalarn 
peningkatan pendapatan daerah seperti sarana pendukung lapangan berupa 
komputer dan laptop. Dengan leblh mengetahui kondisl yang ada, adaptasl 
yang telah dilaksanakan untuk saat ini masih terbatas penentuan sosialisasi 
kepada masyarakat agar mereka taat dan patuh akan kewajibannya 
membayar pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Kurangnya jurnlah dan 
kemampuan petugas dilapangan dalarn ha! pendataan dan penagihan pajak 
daerah, serta keterbatasan sarana prasarana pendukung dilapangan untuk 
mengawasi, mendata dan melakukan pemungutan pajak daerah, dengan 
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kurangnya SDM dan sarana prasarana tersebut itulah yang dikatakan belum 
efektif. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan 
penerimaan daerah adalah sebagai berikut : 
l. Diharapkan kepada BP2RD untuk lebih memberikan pelatihan khusus 
terbadap SDM yang ada di BP2RD dengan melibat teknologi yang 
semakin canggih dan memanfaatkan potensi lokal serta sarana dan 
prasarana dalam pengelolaan l'llll-1'2 dan pajak daerah yang lalnnya.. 
Meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih menyadari dan ikut 
serta membangun daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi 
daerah, melakukan pengawasan dan pendataan wajib pajak, 
menerapkan sistem pengbargaan dan hukuman terhadap aparatur atau 
instansi yang terlibat serta barus mengawasi clan mendata semua 
potensi pajak yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan. Selain itu 
Pemerintah juga harus segera merevisi perubahan tarif dasar retribusi 
daerah yang dikelola oleh perangkat daerah terkait. 
2. Dari basil penelitian ini, dapat dijadikan salah satu referensi penelitian 
mengenai efektivitas organisasi, dan disarankan kepada peneliti lain, 
agar diteliti lebih lanjut dengan menggunakan teori atau kriteria lain 
tentang efektivltas organlsasl yang relevan dengan keuangan daerah 
khususnya yang berkaitan dengan PAD. Selain itu penelitian ini dapat 
dikembangkan pula metode lain (metode kuantitatil) untuk 
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mempertajam kajian tentang efektivitas organisasi pada lingkungan 
organisasl yang berbeda sebagal pengembangan hasanah penelltlan 
yang terns berkembang. 
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PEDOMANWAWANCARA 
Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan beberapa 
pertanyaan terstruktur kepada responden, dalam hubungannya dengan pengukuran Efekti:fitas 
Organisasi, yaitu : 
1. Kepala Badan dalaxn bal pengelolaan pajak dan retribusi daerah 
2. Sekretaris dalaln hal pemberian dukungan administrasi 
3. Kabid P4 dalaln hal pelaksanaan pendaftaran clan pendataan Wajib Pajak 
4. Kabid Pendapatan dalam ha1 perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan 
pendapatan daerah 
5. Kabid Penagihan daiarn hal pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi 
daerah dan pendapatan daerah lainnya 
6. Kasubbid Pembukuan dalam hal melaksanakan pencatatan penerimaan dan pembukuan 
pajak daerah dan retribusi daerah 
7. StafBP2RD dalam hal menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah 
8. Wajib Pajak dalam. hal kepatuhan pembayaran pajak 
INFORMAN 
NO PERTANYAAN 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 
A Organisasi 
Menurut Bapakllbu, bagaimanakah proses 
I Pembentukan perangkat daerah yang x x 
mena..Jola n.>nerimaan daerah? 
Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah proses 
2 penyusunan peraturan daerah yang mengelola x x 
~erimaan daerah? 
B Pencapaian Tujuan 
Menurut Bapak/Ibu, dilihat dari segi waktu 
~l~~i_m_~_l\8~~~ I 
mencapai tujuan dalam pelaksanaan program x x x x 
ontimalisasi IV>l\erimaan daerah? 
Menurut Bapak, dilihat dari sasaran yang 
konkrit, bagalmana upaya untuk mencapai 2 
tujuan dalam pelaksanaan program x x x x 
nntimalisasi ......,erimaan daerah? 
c Integrasi 
Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, dalam 
I ~~~ progrnm 9~~~i.~s\ ptti;i~rWillM x x x x 
daerah? 
Bagaimana pelaksanaan kesepakatan bersama 
2 dan komwiikasi dalam pelaksanaan program x x x x 
ontlmallsasi .......,erlmaan daerah? 
D Adaptasi 
Bagaimana menghadapi perubahan 
I lingkungan dalarn hal SDM yang dimilki x x x x BP2RD dalam pelaksanaan program 
9o~lis,a,s.i "'-"11~~ Q@i;AA? 
2 Bagaimana menghadapi perubahan 
lingkungandalam ha! sarana prasarana yang 
dimilki BP2RD dalaln pelaksanaan program x x x x 
optlmallsasl penerlmaan daerah? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
NO PERTANYAAN/JAW ABAN 
A o...,, .... isasi 
Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah proses Pembentukan perangkat daerah yang 
mengelola penerimaan daemh? dan 
Monurut Bapak/Ibu, bagaimanakab proses penyusllllllll poraturan daemh yang 
menge1ola penerimaan daerah'? 
a. "P.orangkat Daerah dibentuk berdasarkan P"'81uran P.emerintah Nomor 18 
Tabun 2016 tontang Perangkat Daerab, Pasal 231 berbunyi, dalam hal 
ketentuan pera turan perundang-undangan memerintabkan pembentukan 
lembaga lerlentu di Daerah, lombaga tmebut dijadikan bagian dari perangkat 
daerah yang ada -lab dikonsultasikan kcpada mouteri dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendaygunann aparatur 
Negara, .erta pasal 232 ayat l b<rbunyi, kOIOntuan lehih lanjut meng<nai 
perangkat daerah diatur dengan peraturan pemerintahdimana dengan kembali 
organisasi perangkat daemh, akan mongonrangi jumlabjabatan struktural, 
tanpa mengUrongi jumlall pegawai. Dan diharapkan akan tetiadi efesienii 
belanja pegawai sebesar 2So/o dari total belanja pegawai saat ini. Dan untuk 
proses penyusunan perda sangat diperlnkan adanya persiapan yang matang 
~ m~@}~ ~~I~ pc;ng~~ m~n~i ~teri mµtltlm ~ aktm 
diatur dalain perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan metari 
mnatan tersebut kodalam perda secara singkat tetapi jelas dengan babasa 
yang bail< serta mudab dipahami." (kabag organisasi) 
b. ''Nomenldatur badan daerah provinsi clan badan daerah kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan funpi penunjan11 urusan pemerintahan bidang keuangan 
yang dibentuk menjadi dua dinas terdiri dari : a. Badan Pengelola Keiuangan 
dan Aset Daemh Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan b. Badan Pongelola 
f"j~ ®u ~busi D~lllll fro~_1 $.Q ~\)µp!l:1~~9Wt·. P@Mll ~Wtii 
adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi k.ewenangan 
daerah, yang dipimpin oleh kepala badan yang mempunyai tugas membantu 
~~p~d~~~ m~~ ~ ~~~~~.s.m~~jl!<!~ ~~~~~ 
daerah dan dalam melaksanakan tugas yang bertanJ!1!111lg jawab kepada 
kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dan untuk proses penyusunan perda 
dimulai dari perencanaan sampai dengan penetapannya melalui tahap proses 
penyiapan railcangan perda, pCoses meruhipatkaii. perSetujuan dari DPRD, 
serta proses pengesaban oleh kepala daemh dan pengundangan oleb 
sekretaris daerab. Pembabasan Raperda atas inisiatifDPRD dikoordinasikan 
oleh sekretaris daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah. 
Setelah itu juga dibentuk titn asistensi dengan secretariat daerah atau berada 
di Bagian Hukum." (kabag hukum) 
B Pencapaian Tujuan 
I Menurut Bapak/lbu, dilihat dari segi waktu pelaksanaan bagaimana upaya untuk 
mencapai tujuan dalain pelaksanaan program optimalisasi penerimaan daerah? 
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a. "Tujuan dalam pelaksanaan program optimalisasi penerimaan daerah adalah 
untuk mengimplementasikan kebijakan yang ditetapklln oleh pemerintah 
pusat dan daerah, guna menggali potensi yang ada untuk meningkatlom 
pendapatan daerah, yang akan digunakan untuk membangun daerah. Waktu 
yang dipakai dalam pelaksanaan program optimalisasi penerimaan daenh 
berdasarkan tahun series, yang berlaku mulai januari sampai desember tahun 
berjalan. Melalui penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dan 
pendapatan lainnya dengan sasaran untuk meningkatklln penerimaan daerah. 
Selain !tu kenuunpuan untuk blsa melaksanakan program optbnalisasi 
penerimaan daerah sudah jelas regulasinya, masalahnya bagaimana regulasi 
ini diefektifkan penyelenggaraannya sebaik munglcin setiap ~unnya. 
Misalnya di targetklln IO tidak akan mencapai IO kalau tidak efuktif yang 
bertugas melakuklln peuagihan sesuai dengan waktu pelaksaaan program 
optimalisasi penerimaan daerah yang telah ditetapkan. Kemudian yang 
menjadi kendala paling umum adalah kesadaran masyarakat k.ita untuk 
melakuklln pembayarannya". (Kepala Badan) 
b. "Tujuan program optimalisasi penerimaan daerah adalah karena ini 
merupakan tupoksi dari organisasi BP2RD, dimana program optimalisasi 
pendapatan daaerah adalab salab satu tugas pokoknya. Selain itu untuk 
meningkatklln PAD lebih ke proses pelayanannya dan penguatan system 
pungutan sumber-sumber PAD, melalui monitoring pemungutan, penagihan 
pajak dan retribusi, penyedian karcis sebagai media pemungutan, penagihan 
pajak clan rembusi, penyec!iaan kareis sebagai media pungutan -1bus~ clan 
melakukan penyuluhan, sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran 
wajib pajak dan wajib retribus~ sehingga tujuan dari pelaksanaan program 
optimalisasi penerimaan daerah dapat tercapai sesuai dengan h8f8f'llD.u. 
( Sekretaris Badan) 
c. ..Tujuan program optimalisasi penerimaan daerah adalah selain tugas pokok 
juga untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan cara 
menagih pembayaran pajak yang telahjatub tempo kepada wajib pajak yang 
ada di kabupaten bulungan sesuai dengan tupoksi bidang penagihan". (Kahid 
Penagihan) 
d. ~'Tercapainya tujuan program optimali&Ui penerimaan daerah adalah dlihat 
dari seberapa besamya capaian realisasi penerimaan atas target yang telah 
ditetapklln. Dimana target yang ditetapklln terdiri dari 11 jenis pajak daerah 
dafl 3 jeiiis retribusi da&erah, harapannya semuanya daPat ieroapai 100%." 
(Kabid Pendapatan) 
2 Menurut Bapak, dilihai dari sasaran yang k-0nkrit, bagaimana upaya uniuk 
mencapai tujuan dalam pelaksanaan program optimalisasi penerimaan daerah? 
a. "Target atau sasaran program optimalisasi optimalisasi penerimaan daerah 
adalab Peningkatan Penorimaan Pendapatan Daerah dilihat dari laporan 
realisasi penerimaan pendapatan daerah, dimana untuk pajak daerah laporan 
realisasinya dikelola oleh BP2RD dan untuk retribusi laporan realisasinya 
dikelola oleh OPD terkait yang sudah diberikan kowenangan oleh Bupati 
dalam mengelola retribusi." 
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b. "Kalau kita lihat wilayah kabupaten bulungan tenliri dari 10 kecamatan, itu 
memiliki potensi yang berbeda-beda dan masyarakat yang ada dikecamatan-
kecamatan tersebut belum sepenuhnya mengetabui tentang perpajakan, untuk 
itu agar potensi yang ada itu dapat digali, maka perlu diadakanoya Pendataan 
Potensi Wajib Pajak/Retribusi Daerah, dimana masyarakat merupakan UUget 
utama dalam pelaksanaan program optlmallsasl penerimaan daerah". ( Wajlp 
Pajak Hermansyah) 
c. "Jadi dasar hukum pengelolaan pendapatan daerah dlslnl adalah Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah. 
Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 20 II 
tentang Pajak-Pajak Daerah. Itu yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan 
pengelolaan pendapatan daerab, sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat 
terwujud knrena sudab ada paying hukumnya". (Kasubbid Pembukuan) 
d. "Saat ini yang menjadi acuan k.ita dalam bekerja adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerab, Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bulungan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 58 
Tahon 2016 tentang Kedudukao, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan. 
Diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan yaitu peningkatan 
penerimaan daerah". (pelaksana BP2RD) 
c Integrasi 
1 Bagaimana pelaks&iiaan sosialisasi, dalam pelaksallaan program optiinalisasi 
penerimaan daerah? 
.. "!'roses pelaksanaan SOliwisasi program optimalisasi penerimaan daerah 
dengan maksud untuk eningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, 
melalui penyuluhan clan sosialisasi pajak. daerah dan retribusi daerah pada 
masyaraka~ serta pembinaan dan penortiban pada wajib pajak daerab, 
melalui suatu perencanaan yang matang. Selain itu BP2RD juga mengadakan 
kerjasama dengan OPD terkait dalam bal penerlmaan r<tribusi daerah dan 
d~•llM PJP Kl'P Pratam;i <l!l!om !ml -d11mi!i!111M P<m&~ll!lun rim;r2 
juga dengan dua bank sebagai tempat pembayarao pajak. 
Komunikasilkoordinasijuga dilakukan BP2RD dengan mengadakan rapat-
~ kQ:Q.rdinMi ~ koo~~l!Mi k~ OPP k~ ~m~naj} P~t provin~i ~ 
kabupaten mengenai pajaklretribusi dan jenis-jenis pendapatan daerah 
lainnya baik mengenai regulasi maupun pelaksanaannya agar dapat 
meningkatkan pendapatan daerah. Dimana kel!iatan iniJU&il dilaksanakan 
sebagai penunjang kelancamn tugas daJam rangka melaksanakan teknis 
operasional atau tentang penjabaran peraturan perundang-undangan serta 
k b""akan dari. . I bib . . "" (K !a e u . mstans1 yang .e. tmgg1 guna persamaan pe<s<:Jl$1 . opa 
Badan) 
b. "U11Mc; m®~Il~ «~ S{lj« YM& ~ diS9Si«li~.ilgl,Q ~@.b. 4U~ 
diskusi dengan bidang-bidang yang ada. yaitu bidang pendataan, bidang 
pembukuan, bidang penagihan dan bidang pendapatan. Ada pertemuan untuk 
~~Q~QW~ ~ ~l!):'@.$i ~ c!~_il!\iSl!S~ ~.gaj 4~~ ~qqis_i ~t 
ini. Se lain itu komunikasi/koordinasi secara sinergis juga d11akub.n kepada 
OPD terkait nen~elola PAD. Melihat bahwa han tahunn""' ada saia OPD 
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yang tidak dapat mencapai target realisasi yang telah di targetkan yang dapat 
mengakibatkan PAD tidak meningkat, walaupun secara umum sudah tercapai 
namun dari segi per itemjenis pajak/retn'busi daya yang tidak mencapai 
target". (Sekretaris) 
c. "saya ddak tahu mengenal peraturan apa yang mengatur pajak/retrlbusl 
daerah, yang saya tahu sedap bulan saya harus rutin membayar pajak karena 
itu adalah kewajiban kami selaku pengelola cafe." (wajib pajak Taufiq 
Kurachman) 
d. "Saya tidak tahu dan tidak mengerti tentang undang-undang yang mengatur 
pajaklretribusi karena saya kuliah bukan jurusan hokum jadi saya tidak 
mengerti. Tugas kami sebagai pemilikhanya membayar pajak I 00/o dari 
penghasilan seperti yang telah ditetapkan." (wajib pajak DT. Jabal Nordin) 
e. "yang saya ingat sosialisasi dari petugas pajak pemah ada, namun sangat 
jarang.' (wajib pajak Syarifuddin) 
f. "Kalau masalah sosialisasi langsung kepada masyarakat, kami dari petugas 
pajak biasa adakan sosialisasi, namun tidak rutin". (stafBP2RD abdul 
mutalib) 
g. Yang saya tahu tidak pemah ada sosialisasi meogenal UU dan peraturan-
pel'lllunlll yang mengatur pajak•. (wajib pajak Syaifurahman) 
b. "Saya tidak mengetahui adanya sosialisasi, dan saya mengetahuinya pada saat 
mengurus sU181 kelel'allgan di KelufBium, l!apak huah memlleFitahu saya 
kalau ada sosialisasi perpajakan, dan mengbarapkan dapat hadir pada waktu 
sosialisasi tersebut". fwaiib ..... ;ak · 
2 Bagaimaoa pelaksanaan kesepakatan bersama dan komunikasi dalam pelaksanaan 
program optimalisasi penerimaan daerah? 
a. "Jadi dalam melaksanakan kegiatan konsonsus clan komunikasi ini kita 
melakukan kesepakatan bersama dan komunikasi dengan kepala wilayah 
kecamatan, kelurahao dan desa, untuk mengetahui poteosi apa saja yang 
ada di wilayahnya, yaog perlu dilakukan penggalian lebih dalam guna 
peningkatan penerimaan daerah dimana penunjang keberhasilan 
pengelolaan pajak/retribusi untuk mengintensifkan PAD yaitu adanya 
kerjasams dengan pihak lain yang terkait/OPD dalam pengelolasn 
pajak/retribusi daerah serta bekerjasama dengan DJP KPP Pratama 
Tarakao dalam ha! pendampingan pengelolaao PBB-P2. Selain itu 
k-OmunibSiikOOrdiniii yang dilakukao torkait pelilian8im prognun 
optim.alisasi penerimaan daerah adalah mengadakan rapat-rapat dan 
konsultasi dengan OPD terkait penjabarao peraturan perundang-undnngan 
untuk mendapatkan hasil kesepakatan bel'sama guna meningkatkan 
pendapatnn daerah ". (Kabid P4) 
b. "Ada tim sosialisasi yang bertugas untuk meyebarkan infonnasi tentang 
perpajakan, yang akan mendatnngi langsung wajib pajak yang ada di 
kecamatan, kelurahan dan desa se kabupaten bulungan, selain itu adanya 
komunikasi/koordinasi yaog baik antara biob<:rapa pihak terkait dalam 
~ laksanaan dan nP.noelolaan meslci tidak secara 
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keseluruhan pihak-pihak tersebut dilibatlam hanya dabun beberapa bidang 
tertentu. Contohnya komunikasi antara BP2RD, Bidang akuntasi BPKAD 
dan Bidann --rencanaan • " abid Pen ~ \ 
D Adaptasi 
l Bagaimana menghadapi perubahan linglrungan dalam bal SDM yang dimilki 
BP2RD dalam pelaksanaan program optimalisasi penerirnaan daerah? 
a. "Proses perubahan di linglrungan sekitar, menyesuaikan dengan perubahan 
produk hukum. Seperti belum berubahnya tarif produk hukum yang -
dengan optimalisasi penerirnaan daerah, seperti perubahan tarif retribusi 
daerah khususnya pemakaian kekayaan daerah dimana tarifnya sudah tidak 
sesuai lagi dengan kondisi saat ini. yang depat dijadikan aenan keija 
sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peoingkatan kemampuan 
organisasi dabun mengelola pendepatan daerah. Untuk itu pemerintah daerah 
membantu peningkatan PAD dongan membuat suatu kcbijekan melalui Perda 
pelimpahan kewenangan pengelolaan penerirnaan retribusi daerah dalam bal 
perubahan tariff retribus~ dimana saat ini perdanya masih dabun tahap 
proses. Selain itu SOM sangat menunjang peningkatan PAD, namun kualitas 
SDM kita ini menurut saya masih kurang. Hal ini ditandai dengan masih 
adanya data ganda wajib pajak, adanya wajib pajak yng sudah tidak 
berdomisili ditempat tinggal sebe)umnya sehingga. menghambat prose:. 
penagihan, dan masih seringnya terjadi kebocoran pajak dan retribusi daerah. 
Bukan dabun bal pendataan saja kualitas dabun pengoperasian sarana dan 
i)iasaiana dalam hal telffiologi P.mungutan masih lrurang ". (Koi>aJa Badan) 
b. .. Karena kondisi yang ada saat ini dimana harga-harga kebutuhan semakin 
tinggi, sementara tarif retribusi pemakaian kekaya&Il daerahnya masih rendah 
itu sudah tidak sesuai \agi. Contoh peminjaman kursi plastik yang masih 
menggunakan tarif 500 rupiah per buab, sementara saat ini jika kits 
mcminjam diswasta sudab menoapai 3.00Q rupiah per buab. Maka perlu 
diadakan perubahan perda tentang tarif rctribusi daerah khusus pemakaian 
kekayaan daerah, dan sekamng masih diposes perdanya. Untuk itu SDM dan 
sarana prasarana sangat diperlukan untuk meningkatkan penerirnaan daerah." 
(SekteWis Badan) 
~- "Tm.ii\ Sllfll!1A PJWfMll dim SPM. <!lilnm ll!ilWarullm Pl1!il1IID 
optimalisasi penerimaan daerah oleh BP2RD dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat sudah memadai, namun secara um.um 
mM!h w.!µ <!i1i!!m1kM! l~jµm!~~ !ill~µ~ID''- 1:1nmk ~m~ ~m9.n&Y~ 
pajak yang saat ini sangat kurangjumlabnya. Kepala BP2RD sudeh 
menunjuk langsung di setiap kecamatan untuk menjadi petugas penagih, 
namun beberapa diantaranya kadang melakukan kecurangan dalam 
pemungutanjadi diberhentikan. Sangat sulit menunjuk petugas pemungut 
dengan kualifikasi yang baik. Jika terjadi seperti ini penagihan dimnbil alih 
oleh camot atau lumh untuk ti<!M menl!hlunbat pungutan y®g masuk ke kas 
daerah". !Kabid . an\ 
2 Bagainuma menghadapi perubahan lingkungandalam bal sarana prasarana yang 
d" "lki aP2RD dal laks 1iinal· . . daemh? __ un1 . . ampe _anaanprognu;nop ________ 1sa,s1JX'.u~ ___ _
a. "Sudab baik,jadi kategorinya kan basil akhir yang ingin dicapai. Di sini kita 
sll!!@ ada komputor 1<11usus Paa dim !'A!) su<lt\h baik l;<l$ ada polugas yani 
ahli perpajabn. Dimana jika ada wajib pajak yang datang untuk. mengurus 
masalah ....,_.,.;akan sudah bisa kita lavani. Y &njr; nentina: basil akhimva dapat 
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terproses sampai selesai." (StafBP2RD) 
b. "Menunrt saya, prasarana dan SDM seperti komputer yang ada sudah baik. 
Ruang pelayanan juga sudah baik dan nyaman dalam pelaksanaannya, serta 
petugas yang professional dibidangnya" (wajib pajak) 
c. "Fasilitas dan petu.gas disini sangat baik, untuk mempercepat proses 
peogurusan perpajakan." (wajib pajak) 
d. "Menurut saya prasarana dan SDM yang ada disini sudab baik. Seperti sudah 
ada komputerdan petugas yang sudah siap,jadi lebih mudah dalam mengurus 
perpajakannya". (wajib pajak) 
e. "Belum memadai sih menurut saya. yang pertama untuk peralatan komputer 
yang banya 2 buab, semeotara wajib pajak yang dilayani banyak. Yang kedua 
ruangan pelayanan yang sempit, sehingga membuat wajib menjadi tidak 
oyaman." (wajib pajak) 
f. "Kalau untuk sarana-prasarana saya berharap computer dapat ditambah, 2 
komputer digunakan untuk ban yak orang. Jadi kurang efektif menurut saya." 
rwaiib ftoiak\ 
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membantu peningkatan PAD dengan membuat suatu kebijakan 
melalul Perda pellmpahan kewenangan pengelolaan penerlmaan 
retribusi daerah dalam ha! perubahan tarif retribusi, dimana saat 
ini perdanya masih dalam tahap proses. Berhubungan dengan 
proses adaptasi juga dilihat dari sarana dan prasarana yang 
digunakan. Sarana prasarana dan SDM yang dimiliki oleh 
BP2RD sendiri untuk melaksanakan program optimalisasi 
penerimaan daerah bahwa sarana prasarana dan SDM belum 
memadai. Keberadaan komputer, tempat pelayanan dan loket 
pembayaran pajak daerah serta didukung oleh SDM yang 
berkualitas dan kurang jumlalmya, sangat diperlukan 
penambahan membantu wajib pajak dalarn mengurus hal-hal 
yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya dalam ha! 
memungut pembayara pajak sehingga dapat menlngkatkan 
penerimaan pendapatan daerah. Selain itu tersedianya peralatan 
komputer untuk pelayanan optimalisasi pnerimaan daerah 
sangatlah pentlng, karena memudahkan wajib pajak dalam 
mengurus perpajakan dan lebih efektif. Begitu juga dengan 
ruang pelayanan yang digunakan, wajip pajak mengharapkan 
ada tambahan ruangan sehingga menjadi luas dan dapat 
menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman. 
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